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ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul Tinjauan Kritis Tentang Pendaftaran Tanah
Secara Sistematik Melaui Land Management And Policy Development Program
di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilatarbelakangi
karena sering terjadi sengketa di kalangan sesama penduduk maupun antara
penduduk dengan Negara. Untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah,
UUPA telah mewajibkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan proyek
LMPDP tahun anggaran 2009, mengetahui minat masyarakat dalam proyek
LMPDP,dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proyek
LMPDP tahun anggaran 2009.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitisi. Teknik pengumpulan
data meliputi pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara kepada
narasumber dan dengan penyebaran kuisioner, pengumpulan data sekunder
melaui penelitian kepustakaan melalui buku dan dokumen-dokumen resmi. Data
yang terkumpul dianalisa secara kualitatif untuk mendapat kejelasan terhadap
masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara
sistematik melalui LMPDP tahun anggaran 2009 di Kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal pada dasarnya sama saja dengan proyek LMPDP tahun
anggaran sebelum 2009. Terdapat sedikit perbedaan yaitu pada pelaksanaan
proyek LMPDP tahun anggaran 2009 prosesnya sebagian besar terhadap tanah
yang sudah terpetakan/terukur yang disebut dengan Backlog yang telah
dilakukan oleh Satgas Teknis LMPDP tahun anggaran sebelum 2009. Minat
masyarakat Kecamatan Balapulang khususnya di Desa Banjaranyar dan Desa
Kaliwungu terhadap proyek LMPDP tahun anggaran 2009 semakin bertambah
jika dibandingkan dengan proyek LMPDP tahun anggaran sebelum 2009. Hal
tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat Kecamatan Balapulang
yang belum mendaftarkan tanahnya tetapi bidang tanah yang dimiliki telah
terpetakan pada proyek LMPDP sebelum tahun anggaran 2009, sehingga
mereka ingin sekali memperoleh sertipikat tanah guna menjamin hak atas
tanahnya. Hambatan-hambatan yang timbul selama proyek LMPDP antara pihak
yang bersengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Proses pendaftaran tanah sistematik melalui LMPDP yang dilakukan
Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal telah dilaksanakan di semua Kecamatan
yang merupakan daerah penyangga perkotaan dan menjadi solusi dalam rangka
menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan dengan diterbitkannya
sertipikat tanah sebagai tanda bukti.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematik, LMPDP.



ABSTRACT

This research took the title of Critical Reviews About The Systematic Land
Registration via Land Management And Policy Development Progam in Sub
Balapulang Tegal regency.This research is motivated because of frequent
disputes among fellow citizens and between citizens in the State. To obtain legal
certainty over land rights, UUPA requires the Government to carry out land
registration in all parts of Indonesia.

This study aims to find out the process of project implementation LMPDP
fiscal year 2009, knowing the public interest in the project LMPDP, and knowing
the obstacles that occurred during the project LMPDP budget year 2009.

Method of approach wused in this study is an empirical
juridical. Specifications of this research is descriptive analitisi. Data collection
techniques include primary data collection through interviews to the interviewees
and the distribution of questionnaires, secondary data collection via literature
research through books and official documents. Data collected were analyzed
gualitatively to gain clarity on issues to be discussed.

The results showed that the implementation of systematic land registration
through the 2009 budget year LMPDP in Sub Balapulang Tegal regency basically
the same as the project budget before LMPDP year 2009. There is little
difference in LMPDP project implementation process in 2009 fiscal year most of
the land that has been mapped / measured is called the Backlog made by the
Technical Task Force LMPDP prior fiscal year 2009. Balapulang District
community interest especially in the Village and the Village Banjaranyar
Kaliwungu LMPDP the project fiscal year 2009 increased compared with fiscal
year LMPDP project before 2009. This is because most of the community district
that has not been registered Balapulang land but owned land parcels have been
mapped on LMPDP project before the budget year 2009, so they wanted to get
the title deed to secure rights to land. Obstacles that arise during the project
LMPDP between the parties be resolved by deliberation to reach a consensus.

The process of systematic land registration is done through LMPDP Tegal
District Land Office has been implemented in all the district which is the urban
area and a buffer solution in order to create legal certainty in the field with the
issuance of land title deed as the evidence.

Keywords: Systematic Land Registration, LMPDP.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan berbagai macam
kekayaan alam. Sebagian besar masyarakatnya mendasarkan hidup
pada bidang pertanian. Oleh karena itu, tanah yang merupakan bagian
dari kekayaan alam dalam kehidupan manusia memegang peranan
yang sangat penting, seperti halnya mendirikan rumah, sektor
pertanian/perkebunan/perindustrian serta pembagunan jalan dan
sebagainya. Dengan adanya pertambahan penduduk maupun
perkembangan ekonomi, maka kebutuhan akan tanah dalam kegiatan-
kegiatan pembangunan akan terus meningkat.*

Persoalan tanah akhir-akhir ini sering menjadi sumber sengketa,
baik di kalangan sesama penduduk maupun antara penduduk dengan
Negara. Sengketa tanah antar sesama penduduk biasanya menyangkut
masalah hak atas tanah, transaksi tanah dan sebagainya. Sengketa
antara penduduk dengan penguasa berkisar pada penyediaan tanah
untuk keperluan industri dan perusahaan dengan mengorbankan hak-
hak rakyat. Sedangkan sengketa tanah antara penduduk dengan

Negara pada umumnya adalah pengambilan tanah-tanah penduduk

! Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah,
(Bandung : Alumni, 1998), halaman 8.



untuk keperluan proyek-proyek pembangunan dengan penggantian
yang tidak layak.?

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) telah
memberikan landasan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu Negara selaku Badan
Penguasa berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan
pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam
guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan predikat yang telah melekat pada Negara
Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum, maka semua kegiatan
pembangunan di Indonesia harus didasarkan pada suatu ketentuan
hukum. Kehadiran hukum memang mutlak diperlukan agar
pembangunan dapat berjalan lancar dan dapat dihindarkan terjadinya
perbenturan kepentingan, khususnya perbenturan kepentingan dalam
soal tanah. Wewenang Negara didalam pengaturan di bidang agraria
ditujukan dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan dan cita-cita
pembangunan terutama cita-cita kepastian hukum sehingga
masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara aman
dengan adanya jaminan perlindungan oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian

hukum hak atas tanah serta menjaga jangan sampai timbul masalah

2 Endang Srisanti, Masalah-Masalah Hukum Tentang Keterbukaan di Bidang
Pertanahan, Majalah Fakultas Hukum Undip, No. 7-1994, Hal.2-3.



atau sengketa tanah, Undang-Undang Pokok Agraria telah meletakkan
kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah
yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19
ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Pasal ini merupakan landasan hukum bagi pendaftaran tanah
khususnya pendafataran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah.
Sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 maka
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa :
“Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,

termasuk pemberian setipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.®

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan
pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama

kali dan kegiatan pemeliharaan daftar tanah. Kegiatan pendaftaran

® Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Warta Perundang-undangan No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Jakarta : LKBHN Antara, 2003), halaman A-2.



tanah untuk pertama kali dilakukan dengan cara pendaftaran tanah
secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.*

Pendaftaran tanah secara sistematik yang diselenggarakan oleh
Pemerintah yang dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kasus-
kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah. Hal tersebut disebabkan
karena banyaknya bidang-bidang tanah yang belum didaftarkan ke
Kantor Pertanahan setempat, sehingga menyebabkan pemilik tanah
tersebut tidak memiliki surat tanda bukti hak atas tanah mereka atau
yang lebih dikenal dengan sertipikat.

Adapun vyang dimaksud Land Management And Policy
Development Program (LMPDP) adalah merupakan proyek kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik dengan
bantuan dana dari Bank Dunia yang penganggarannya disediakan oleh
Pemerintah (APBN), sehingga pembiayaannya dilakukan sesuai
dengan Petunjuk Operasional (PO) dari proyek yang bersangkutan.®

Jadi dengan pendaftaran tanah secara sistematik melului Land
Management And Policy Development Program (LMPDP) ini
Pemerintah memberikan rangsangan kepada pemegang hak atas tanah
agar mau mensertipikatkan tanahnya dan berusaha membantu

menyelesaikan sebaik-baiknya sengketa-sengketa tanah yang sifatnya

* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan,2007), halaman 75.

® Manajemen Manual Proyek LPMDP, Bagian Proyek Administrasi Pertanahan BPN
Tahun 2003



strategis, dengan jalan memberikan kepada mereka berbagai fasilitas
dan kemudahan.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah itu
sendiri, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul
“TINJAUAN KRITIS TENTANG PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIK MELALUI LAND MANAGEMENT AND POLICY
DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) Dl KECAMATAN

BALAPULANG KABUPATEN TEGAL”.

. Perumusan Masalah
Dalam suatu penelitian karya ilmiah, perumusan masalah memiliki
peranan yang penting karena akan memudahkan penulis dalam
membahas permasalahan yang akan diteliti. Sehubungan dengan hal
tersebut, penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah proses pendaftaran tanah sistematik melalui

LMPDP di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal ?

2. Bagaimana minat masyarakat Kecamatan Balapulang dalam proses

pendaftaran tanah secara sistematik melalui LMPDP ?

3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam proses pendaftaran
tanah sistematik melalui LMPDP di Kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal serta upaya-upaya yang dilakukan untuk

mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Proses pendaftaran tanah melalui LMPDP di Kecamatan
Balapulang Kabupaten Tegal.

2. Minat masyarakat Kecamatan Balapulang dalam proses

pendaftaran tanah secara sistematik melalui LMPDP.

3. Hambatan-hambatan yang terjadi serta usaha yang dilakukan untuk
mengatasi hambatan dalam proses pendaftaran tanah melalui

LMPDP di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian
Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan
sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan
dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya
hukum agraria yang berhubungan dengan pendaftaran tanah.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan dan informasi mengenai pelaksanaan proyek LMPDP di

Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.



E. Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual
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Adanya pertambahan penduduk maupun perkembangan
ekonomi, maka kebutuhan akan tanah dalam kegiatan-kegiatan
pembangunan akan terus meningkat. Dengan kenyataan tersebut
diatas maka tanah bagi penduduk Indonesia pada waktu sekarang
ini merupakan harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
juga merupakan sumber kehidupan. Maka dari itu tiap jengkal tanah
akan dipertahankan mengingat dari waktu ke waktu harga tanah
semakin tinggi.

Persoalan tanah akhir-akhir ini sering menjadi sumber
sengketa, baik di kalangan sesama penduduk maupun antara
penduduk dengan Negara. Sengketa tanah antar sesama
penduduk biasanya menyangkut masalah hak atas tanah, transaksi
tanah dan sebagainya. Sengketa antara penduduk dengan
penguasa berkisar pada penyediaan tanah untuk keperluan industri
dan perusahaan dengan mengorbankan hak-hak rakyat.
Sedangkan sengketa tanah antara penduduk dengan Negara pada
umumnya adalah pengambilan tanah-tanah penduduk untuk
keperluan proyek-proyek pembangunan dengan penggantian yang
tidak layak.®

Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hak dan
kepastian hukum hak atas tanah serta menjaga jangan sampai

timbul masalah atau sengketa tanah, Undang-Undang Pokok

® Endang Srisanti, Masalah-Masalah Hukum Tentang Keterbukaan di Bidang
Pertanahan, Majalah Fakultas Hukum Undip, No. 7-1994, Hal.2-3.



Agraria telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk
melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah
Indonesia. Sebab dengan pendaftaran tanah maka para pihak akan
mengetahui status tanah, hak yang ada diatasnya, subyek hak,
letak batas-batas dan luasnya.

Kewajiban pendaftaran tanah oleh Pemerintah terdapat
dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Undang-Undang
Pokok Agraria yang berbunyi :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Pasal ini merupakan landasan hukum bagi pendaftaran tanah
khususnya pendafataran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah.
Sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 maka
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Dalam Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa :

Pendaftaran tanah khususnya secara sistematik dapat
memastikan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan
pemilikan hak atas tanah serta tersedianya data-data yang lengkap
dan jelas tentang subjek ataupun objek hak atas tanah yang
tersusun rapi sedemikian rupa sehingga akan memudahkan siapa

saja yang memerlukannya baik pemegang hak atas tanah itu



sendiri, calon pembeli, calon kreditur maupun Pemerintah dalam

rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan.

. Kerangka Teoritik
Dalam menjawab permasalahan tersebut dalam kerangka
konseptual dibutuhkan kerangka teoritis yang melalui pendekatan
kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan,
pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang
dibahas.
a. Pengertian Tanah dan Pendaftaran Tanah
Pendaftaran berasal dari kata Cadastre (bahasa Belanda
Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman),
menunjukan kepada luas, nilai, dan kepemilikan terhadap suatu
bidang tanah.
Pengertian tanah dalam bahasa Indonesia menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia tanah adalah :
1). Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
2). Keadaan bumi di suatu tempat;
3). Permukaan bumi yang diberi batas;
Pengertian geologis-agronomis, tanah ialah lapisan lepas
permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk

menanami tumbuhan disebut tanah garapan dan tanah



pertanian, yang digunakan untuk mendirikan bangunan diisebut
tanah bangunan.’

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan
teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam
bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda
bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya
dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu
yang membebaninya”.®

b. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik
Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 1
angka 10, yaitu :
“Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegitan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara
serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang
belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa

atau kelurahan.”

c. Land Management And Policy Development Program (LMPDP)

LMPDP adalah merupakan program kegiatan pendaftaran tanah
pertama kali secara sistematik dengan bantuan dana dari Bank
Dunia yang penganggarannya disediakan oleh Pemerintah
(APBN).°

LMPDP ini merupakan lanjutan LAP Phase | (1994-2001)

yang menjadi program ekstensifikasi penataan manajemen

" Imam Sudiyat, Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang
Berkembang,(Badan Pembinaan Hukum Nasioanal,1982),halaman 1.

® Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Warta Perundang-undangan No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Jakarta : LKBHN Antara, 2003), halaman A-2

° Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Perihal : Biaya Pendaftaran
Tanah Sistematik LMPDP, 20 Maret 2006.



pertanahan secara luas akan menyentuh seluruh sektor yang

terkait untuk melaksanakan pembaharuan agraria.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu
pengetahuan maupun teknologi, hal ini karena penelitian bertujuan
untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematik, metodelogis, dan
konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan
kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.*®

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu
dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu maka juga diadakan
pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.**

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam usulan
penelitian tesis maka metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

10

11

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), Hal. 1

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Normatif, ( Ul Press, Jakarta, 1986),
Hal 43



1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Yuridis Empiris karena yang diteliti adalah masalah
keterkaitan antara faktor yuridis terhadap faktor empiris tentang
pendaftaran tanah sistematik melalui Land Management And Policy
Development Program (LMPDP) di Kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal. Faktor yuridis merupakan norma hukum atau
peraturan yang ada dalam masyarakat sedangkan faktor empiris
merupakan faktor manusia yang ada dalam masyarakat.

Faktor yuridis penelitian ini menekankan pada Pasal 19 UUPA
tentang pendaftaran tanah dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, sedangkan faktor empirisnya adalah gejala
yang timbul atau yang terdapat dalam masyarakat berkaitan
dengan pendaftaran tanah sistematik melalui Land Management
And Policy Development Program (LMPDP) di Kecamatan

Balapulang Kabupaten Tegal.

2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu cara
atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara

memaparkan keadaan obyek yang diteliti (seseorang, lembaga,



masyarakat, perusahaan, instansi dan lain-lain), sebagaimana

adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang.*?

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah data primer dan data sekunder.

a).Data primer adalah data yang langsung didapat atau diperoleh
dalam penelitian dilapangan. Data ini diperoleh melalui
wawancara secara mendalam (depth interview) dan pengamatan
(observasi) dilapangan.

b).Data sekunder diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku -

buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data
Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan
masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data
yang tepat, karena sumber data yang tidak tepat mengakibatkan
data yang terkumpul tidak relevan dengan yang diselidiki sehingga
dapat menimbulkan kekeliruan dalam menyususun kesimpulan.

Data tersebut antara lain-lain :

2 H. Hadari, HM. Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah
Mada University Press, 1992), halaman 42



a). Data Primer
Merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat

atau dari lapangan.”® Pengumpulan data primer dilakukan

dengan cara wawancara kepada responden / narasumber dan

penyebaran kuesioner'®. Untuk melengkapi data dari penelitian

lapangan diwawancarai juga pihak-pihak yang terkait dalam

pendaftaran tanah secara sistematik melalui LMPDP kemudian

yang dijadikan narasumber yaitu :

1).Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

2).Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Tegal.

3).Ketua Panitia Ajudikasi (LMPDP) Tahun Anggaran 2009 di
Kabupaten Tegal

4).Wakil Ketua Bidang Teknis LMPDP Tahun Anggaran 2009 di
Kapupaten Tegal.

5).Wakil Ketua Bidang Yuridis LMPDP Tahun Anggaran 2009 di
Kabupaten Tegal

6).Camat Balapulang Kabupaten Tegal.

7).Kepala Desa Kaliwungu Kecamatan Balapulang Kabupaten

Tegal.

'3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1990), Hal. 52

! Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia, 1986), Hal. 173.



8).Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten

Tegal.
b). Data Sekunder

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan vyaitu dengan

mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek dan

permasalahan yang akan diteliti,'®> yang terdiri dari :

1). Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat, dan terdiri :

(a). Undang-Undang Dasar 1945

(b). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

(c). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah

(d). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

(e). Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pelaksana Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

2). Bahan Hukum Sekunder

(a). Kepustakaan tentang pendaftaran tanah.

!> Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, Hal 52.



(b). Dokumen-dokumen dari Kantor Pertanahan, Kantor
Kecamatan, dan Kantor Kelurahan.
(c). Hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum.
3). Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder contohnya adalah kamus,ensiklopedia, dan

seterusnya.*®

5. Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk
mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua
data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis
untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian

disimpulkan secara induktif.

'® Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Normatif, ( Ul Press, Jakarta, 1984),
halaman 52.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Hukum Tanah di

Indonesia

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre yaitu suatu istilah
teknis untuk record (rekaman, menunjukkan kepada luas, nilai dan
kemilikan atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah.

Kata ini berasal dari bahasa latin capistrum yang bararti register atau
capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio
Terrena).*’

Pengertian lain dari pendaftaran tanah (Cadaster) adalah berasal
dari Rudolf Hemanses, seorang mantan Kepala Jawatan Pendaftaran
Tanah dan Menteri Agraria mencoba merumuskan pengertian
pendaftaran tanah. Menurut beliau pendaftaran tanah adalah
pendaftaran tanah atau pembukuan bidang-bidang tanah dalam daftar-
daftar, berdasarkan pengukuran dan pemetaan yang seksama dari
bidang-bidang itu.*®

Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian yang

dirumuskan oleh Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar Hukum

" A.P Parlindungan, Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA,
(Bandung : Alumni, 1985), Hal.2.

8 Ali Achmad Ghomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) jilid 2, (Jakarta :
Prestasi Pustaka, 2004), Hal. 1.



Pertanahan di Indonesia yaitu Pasal 19 yang mengatur tentang
Pendaftaran Tanah.

Bunyi Pasal 19 ayat (1) adalah :
“Untuk  menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Pendaftaran tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi :
a). Pengukuran, perpetaan dan pembukuan atas tanah.
b). Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c). Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Dengan demikian, maka pendaftaran tanah akan menghasilkan peta-
peta pendaftaran, surat-surat ukur (untuk kepastian tentang letak, batas
dan luas tanah), keterangan dari subjek yang bersangkutan (untuk
kepastian siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan, status dari
haknya, serta beban-beban apa yang berada di atas tanah yang
bersangkutan) dan yang terakhir menghasilkan sertipikat (sebagai alat
pembuktian yang kuat).

Peraturan Pemerintah yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1)
di atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah yang dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan mulai tanggal 8

Juli 1997 diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997



sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria
No. 5 Tahun 1960 mengenai Pendaftaran Tanabh.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 memberi pengertian
pendaftaran tanah yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :
“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta
hak-hak tertentu yang membebaninya”.*?

Pengetian pendaftaran tanah di atas sejalan dengan definisi
pendaftaran tanah yang diberikan oleh Boedi Harsono, pendaftaran
tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau
Pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa keterangan atau
data tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan,
penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan termasuk
penerbitan tanda bukti dan pemeliharaannya.?

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah

mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

'% peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Warta Perundang-undangan No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Jakarta : LKBHN Antara, 2003), halaman A-2.

® Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan, 2005), halaman 72.

2 Boedi Harsono, Ibid, halaman 73



a).

b).

Dilakukan secara terus-menerus

Terus-menerus dimaksudkan apabila sekali tanah itu didaftar
maka setiap terjadi perubahan atas tanah maupun subjeknya harus
diikuti dengan pendaftaran tanah. Boedi Harsono berpendapat
bahwa kata “terus-menerus” menunjuk kepada pelaksanaan
kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang
sudah terkumpul dan tersedia selalu harus disesuaikan dengan
perubahan-perubahan yang kemudian hingga tetap sesuai dengan
keadaan yang terakhir.

Pengumpulan Data Tanah

Data yang dikumpulkan pada dasarnya meliputi 2 (dua)
macam Yyaitu :

1). Data Fisik, yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-batas
tanahnya dan luasnya berapa serta bangunan dan tanaman
diatasnya.

2). Data Yuridis, yaitu mengenai nama hak atas tanah, siapa yang
menjadi pemegang hak tersebut serta peralihan dan

pembebanannya jika ada.

. Tujuan Tertentu

Pendaftaran tanah diadakan untuk menjamin kepastian
hukum (legal cadaster) dan kepastian hak atas tanah sebagaimana

tercantum dalam ketentuan Pasal 19 UUPA. Hal tersebut berbeda



dengan pendaftaran tanah sebelum UUPA yang bertujuan untuk

penarikan pajak (fiscal cadaster)

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang memuat
dasar-dasar pokok dibidang agraria dan menjadi landasan usaha
pembaharuan hukum agraria yang bertujuan memberikan jaminan
kepastian hukum bagi masyarakat. Dasar hukum pendaftaran tanah diatur

dalam UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Peraturan Pemerintah yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) di
atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah yang dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan mulai tanggal 8 Juli
1997 diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun
1960 mengenai Pendaftaran Tanah. Sebagai ketentuan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.



3 Objek Pendaftaran Tanah

Objek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997
meliputi :
a).Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ;
b).Tanah Hak Pengelolaan ;
c). Tanah Wakaf ;
d).Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ;
e).Hak Tanggungan ;
f). Tanah Negara.

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai banyak yang diberikan oleh
Negara. Tetapi dimungkinkan juga diberikan oleh pemegang Hak Milik
atas tanah, selama belum ada pengaturan tentang tata cara
pembebannya, maka Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang menjadi
objek pendaftaran tanah adalah Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh
Negara. Berbeda dengan pendaftaran tanah yang lain, dalam hal tanah
Negara pendaftaran tanahnya dilakukan dengan cara membukukan

bidang tanah yang bersangkutan dalam daftar tanah.??

4 Asas-Asas Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah harus berdasarkan asas-asas pendaftaran yang

ada. Asas tersebut adalah asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir,

2 Boedi Harsono, Ibid, halaman 476.



dan terbuka. Dalam penjelasan PP No. 24 Tahun 1997 diketahui

keterangan dari kelima asas tersebut yaitu :

a).

b).

d).

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan ketentuan-
ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat
dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan terutama para
pemegang hak atas tanah.

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran
tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga
hasilnya dapat memberikan jaminan hukum sesuai tujuan pendaftaran

tanah itu sendiri.

. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang

memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan
kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan
dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa
terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.
Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk
itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-

perubahan yang terjadi dikemudian hari.

. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara

terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan

di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang nyata di



lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai

data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan asas terbuka.?®

5 Tujuan Pendaftaran Tanah
Berkenaan dengan tujuan pendaftaran tanah, perlu kiranya dikutip
pendapat Boedi Harsono, dari buku Hukum Agraria | karangan Hasan
Wargakusumah. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah
adalah agar dari kegiatan pendaftaran itu dapat diciptakan suatu keadaan
dimana :*

a).Orang-orang dan badan-badan hukum yang mempunyai tanah dengan
mudah dapat membuktikan, bahwa merekalah yang berhak atas tanah
itu, hak apa yang dipunyai dan tanah yang manakah yang dihaki.
Tujuan ini dicapai dengan memberikan surat tanda bukti hak kepada
pemegang hak yang bersangkutan;

b).Siapapun yang memerlukan dapat dengan mudah memperoleh
keterangan yang dapat dipercaya mengenai tanah-tanah yang terletak
di wilayah pendaftaran yang bersangkutan (baik ia calon pembeli atau
calon kreditur) yang ingin memperoleh kepastian apakah keterangan
yang diberikan kepadanya oleh calon penjual atau kreditur itu benar.
Tujuan ini dicapai dengan memberikan sifat terbuka bagi umum pada
data yang disimpan.

Pengertian lain berasal dari Djoko Prakoso dan Budiman Adi
Purwanto yang memberikan 3 (tiga) tujuan pokok pendaftaran tanah

sebagai berikut :*

% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum

Tanah, (Jakarta : Djambatan, 2006), halaman 557.
% Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995),
Hal. 80-81
%> Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi PRONA Sebagai Pelaksanaan
Mekanisme Fungsi Agraria, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), Hal. 21.



a).Memberikan kepastian objek
Kepastian mengenai bidang teknis yaitu kepastian mengenai
letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan. Hal ini diperlukan
untuk menghindarkan sengketa dikemudian hari baik dengan pihak
yang menyerahkan maupun pihak-pihak yang mempunyai tanah yang
berbatasan.
b).Memberikan kepastian hak
Ditinjau dari segi yuridis mengenai status haknya, siapa yang
berhak atasnya, dan ada atau tidaknya hak-haknya dan kepentingan
pihak lain atau pihak ketiga. Kepastian mengenai status hukumnya dari
tanah bersangkutan diperlukan karena dikenal tanah-tanah dengan
berbagai macam status hukum, yang masing-masing memberikan
wewenang dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang berlainan
kepada pihak yang mempunyai hal mana akan terpengaruh pada harga
tanah.
c).Memberikan kepastian subjek
Kepastian mengenai siapa yang mempunyai diperlukan untuk
mengetahui dengan siapa harus berhubungan untuk dapat melakukan
perbuatan-perbuatan hukum secara sah mengenai ada tidaknya hak-
hak dan kepentingan pihak ketiga diperlukan untuk mengetahui perlu

atau tidaknya diadakan tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin



penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif

dan aman.

Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan UUPA adalah untuk
mendapatkan kepastian hukum bagi semua orang dan kepastian hak
kepada setiap pemegang hak atas tanah. Adanya hukum tertulis maka
pihak-pihak yang bersangkutan jika memerlukannya akan mudah
mengetahui kaidah-kaidah hukumnya dan juga akan dengan mudah
mengetahui wewenang-wewnang dan kewajiban-kewajiban berkenaan
dengan tanah dan sumber-sumber alam lainnya yang dihaki atau yang
akan dihaki.”® Melalui upaya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang
bersangkutan akan dapat mengetahui status dan kedudukan hukum
daripada tanah-tanah yang dihadapi, letak, luas, batas-batas, siapa
yang mempunyai dan beban apa yang ada diantaranya.?’

Tujuan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

a). Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak suatu
bidang tanah satuan rumah susun, hak-hak lain-lain yang terdaftar,
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang
hak yang bersangkutan.

b). Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dalam hal ini termasuk Pemerintah agar dengan

26

27

Eddy Ruchiyat, Sistem Pendaftaran Tanah Sesudah dan Sebelum Berlakunya UUPA,
(Bandung: Arani, 1973), halaman 37.

Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, (Jakarta : CV
Pancuran Tujuh, 1974), halaman 5.



mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun yang terdaftar.

c). Untuk  terselenggaranya tertib  administrasi  pertanahan.
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik, merupakan
dasar perwujudan tertib administrasi dibidang pertanahan. Untuk
mencapai tertib administrasi tersebut setiap tanah dan satuan-
satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan
hapusnya wajib didaftar.Demikian yang ditentukan dalam PP
Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :?®
“Untuk mencapai Tertib Administrasi, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 3 setiap bidang tanah dan satuan rumah

susun, termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar”.

B. Sistem Pendaftaran Tanah dan Sistem Publikasi
1. Sistem Pendaftaran Tanah
Menurut Boedi Harsono ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran
tanah di Indonesia yaitu sistem pendaftaran akta (“Registration of
Deeds”) dan sistem pendaftaran hak (“Registration of Titles”, title dalam

arti hak). Dalam sistem pendaftaran akta maupun pendaftaran hak, akta

2 Boedi Harsono, Op.cit., halaman 523.



merupakan sumber data yuridis. Akta itulah yang akan didaftar oleh
Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT).?

Dalam sistem pendaftaran akta (Registration of Deeds), tiap kali
ada perubahan wajib dibuatkan akta yang baru sebagai buktinya dan
data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang
bersangkutan. Cacat hukum pada suatu akta bisa mengakibatkan tidak
sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta yang dibuat
kemudian.

Dalam sistem pendaftaran hak (Registration of Titles), akta
dalam sistem pendaftaran hak berfungsi sebagai sumber data yuridis
untuk mendaftarkan hak yang diberikan dalam buku tanah. Jika terjadi
perubahan tidak dibuatkan hak yang baru melainkan dilakukan
pencatatannya dalam ruang mutasi yang disediakan pada buku tanah
yang bersangkutan. Sebelum dilakukan pendaftaran haknya dan
pencatatan perubahannya, oleh Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT)
dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang
bersangkutan, hal ini membuktikan bahwa PPT dalam sistem
pendaftaran hak bersifat aktif. Perbedaan lain-lain dari kedua sistem
tersebut adalah dalam hal kegiatan pemeliharaan data.

Kegiatan pemeliharaan data adalah kegiatan penyajian atau
penyimpanan baik data fisik maupun data yuridis yang disesuaikan

dengan keadaan sebenarnya. Dalam sistem pendaftaran akta, kegiatan

? Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan, 2005),halaman 76.



pemeliharaan data tanah selalu menimbulkan akibat adanya akta yang
baru yang memuat perubahan-perubahan tersebut yang selanjutnya
dijadikan surat tanda bukti. Sedangkan dalam sistem pendaftaran hak
kegiatan pemeliharaan data tanah hanyalah dicatat dalam buku tanah
dan sertipikat yang bersangkutan berdasarkan data yang dimuat dalam
akta perubahannya.*

Melalui uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia
menggunakan sistem pendaftaran hak sebagai sistem pendaftaran
tanahnya. Hal tersebut diketahui dari Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi :

a). Pengukuran, perpetaan dan pembukuan atas tanah ;
b). Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
c). Pemberian surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

2. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah
Sistem Publikasi adalah menjawab permasalahan sejauh mana data
yang disajikan dalam sertipikat dilindungi kebenarannya dan
bagaimana perlindungan hukumnya bagi pihak ketiga yang
mendapatkan hak atas tanah tersebut. Menurut Boedi Harsono pada

garis besarnya dikenal dua sistem publikasi yaitu :

%0 Boedi Harsono, Ibid, halaman 78.



a). Sistem Publikasi Positif

Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem
pendaftaran hak sehingga harus ada register atau buku tanah
sebagai penyimpanan dan penyajian data yuridis dan sertipikat.
Pemegang haklah yang membikin orang menjadi pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan, bukan perbuatan hukum
pemindahan hak yang dilakukan (“Title By Registration”, “The
Register is Everything”).

Dalam sistem publikasi positif orang yang dengan itikad baik
dan dengan pembayaran (“The Purchaser In Good Faith and For
Value”) memperoleh hak dari orang yang namanya terdaftar
sebagai pemegang hak dalam register, memperoleh apa yang
disebut “indefeasible title” (hak yang tidak dapat diganggu gugat)
dengan didaftar namanya sebagai pemegang hak dalam register.
Sehingga bila terjadi bahwa pemegang haknya bukan yang
sebenarnya, maka ia tidak dapat menuntut perubahan pembatalan
perbuatan hukum pemindahan hak tersebut tetapi haknya sebatas
menuntut ganti kerugian kepada negara, yang oleh negara telah
disediakan dana khusus. Sistem publikasi positif ini memberikan
perlindungan bagi pendaftar.3* Namun terdapat kelemahan dalam

sistem ini, antara lain :

1 Boedi Harsono, Ibid, halaman 80-81.

32 Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan
Pelaksanaannya, (Bandung : Alumni, 1995), halaman 24.



b).

1) Peranan aktif pejabat balik nama tanah akan memakan waktu
lama ;
2) Pemilik yang sebenarnya berhak atas tanah, akan kehilangan
haknya oleh karena kepastian dari buku tanah itu sendiri ;

3) Wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang administrasi.
Sistem Publikasi Negatif

Dalam sistem publikasi negatif yang terpenting bukanlah
pendaftarannya, namun sahnya perbuatan hukum yang dilakukan
yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Dalam
sistem ini berlaku asas yang dikenal dengan Nemo Plus Juris. Asas
ini berasal dari Hukum Romawi yang lengkapnya “Nemo Plus In
Alium Transffere Potest Quam Ipse Habet”. Orang tidak dapat
menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri
punyai. Maka data yang disajikan dalam pendaftaran dengan
sistem ini tidak boleh begitu saja dipercaya kebenarannya. Negara
tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Biarpun sudah
melakukan pendaftaran, pembeli selalu masih menghadapi
kemungkinan gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa
dialah pemegang hak yang sebenarnya. Jika sistem
pendaftarannya adalah sistem pendaftaran akta maka sistem
publikasinya selalu sistem publikasi negatif.

Sistem yang digunakan dalam Undang-Undang Pokok

Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah



sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif.*®

Sistemnya bukanlah sistem negatif murni, karena dinyatakan dalam
Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA bahwa pendaftaran tanah
menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat. Demikian juga dinyatakan dalam Pasal 23
ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2). Pernyataan
tersebut mengandung arti, bahwa Pemerintah sebagai
penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha agar sejauh
mungkin dapat menyajikan data yang benar dalam buku tanah dan
peta pendaftaran, hingga selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.
Data yang disajikan dalam buku tanah dan peta pendaftaran harus
diterima sebagai data yang benar. Baik dalam perbuatan hukum
sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. Demikian juga
data yang dimuat dalam sertipikat hak, sepanjang data tersebut
sesuai dengan yang ada dalam buku tanah dan peta pendaftaran
tanah. Tetapi biarpun demikian sistem yang digunakan juga bukan
positif. Dalam sistem positif, data yang disajikan dijamin
kebenarannya. Bukan hanya berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat. Bahwa sistem publikasinya bukan sistem positif, ternyata
diketahui juga dari apa yang dinyatakan dalam penjelasan umum

PP No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran

% Boedi Harsono, Op.cit, halaman 82.



tidak menghasilkan suatu Indefeasible title (hak yang tidak dapat
diganggu gugat). Dinyatakan dalam penjelasan umum C/7 bahwa :
“Pembukuan suatu hak dalam buku tanah atas nama
seseorang tidak mengakibatkan bahwa orang yang sebenarnya
tidak berhak atas tanah itu, akan kehilangan haknya ; orang
tersebut masih dapat mengugat hak dari orang yang terdaftar
dalam buku tanah sebagai orang yang berhak. Jadi cara
pendaftaran yang diatur dalam peraturan ini tidaklah positif, tetapi
negatif”.>*
C. Proses Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
Kegiatan pendaftaran tanah tanah untuk pertama kali adalah
kegiatan pendaftaran tanah untuk bidang-bidang tanah yang belum
didaftarkan. Menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya meliputi :
1. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik;
2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya;
3. Penerbitan sertipikat;
4. Penyajian data fisik dan yuridis;
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
a. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik
Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan salah satu
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pasal 1 angka 10 PP No.

24 Tahun 1997, yaitu :

% Boedi Harsono, Ibid, halaman 83.



“Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegitan pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang
meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan.”

Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas
prakarsa Pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja jangka
panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah—wilayah yang
ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala BPN.

Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan, karena
melalui cara ini akan mempercepat perolehan data mengenai
bidang- bidang tanah yang akan didaftar dari pada melalui
pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi karena prakarsanya
datang dari Pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana,
tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harus
didasarkan pada suatu rencana kerja melalui jangka waktu yang
agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan
melalui uji kelayakan agar berjalan dengan lancar.

Pada pendaftaran tanah secara sistematik para pemilik tanah
yang akan didatangi langsung oleh orang—orang Kantor Pertanahan
dan beberapa orang aparat desa atau kelurahan yang tergabung
dalam suatu tim panitia. Sangat kecil peluang dari para pemilik tanah
untuk didatangi oleh panitia tersebut, mengingat terbatasnya
kemampuan ekonomi Pemerintah, karena Pemerintah harus

mensubsidi biaya yang ada baik untuk penduduk kaya maupun untuk

penduduk miskin.



Terbatasnya kemampuan Pemerintah dibidang keuangan untuk
melaksanakan pendaftaran tanah menyebabkan 2 (dua) macam

pendaftaran tanah secara sistematik yaitu :
1). Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Swadaya

Pada dasarnya proses pendaftaran tanah secara swadaya
adalah sama dengan proses pendaftaran tanah secara
sistematik melalui Ajudikasi, yang nantinya akan dibahas secara
lebih mendalam. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak
pada siapa yang Dberinisiatif untuk menyelenggarakan
pendaftaran tanah dan penanggung jawab dalam hal
pembiayaan. Dalam pendaftaran tanah secara sistematik melalui
Ajudikasi secara garis besar diketahui bahwa seluruh
perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan dibebankan pada
Pemerintah yang pada pelaksanaanya dibantu oleh tim panitia
yang terdiri dari beberapa orang pegawai kantor pertanahan dan

beberapa orang aparat desa atau kelurahan.

Dalam pendaftaran tanah sistematik secara swadaya
inisisatif datang dari para pemilik tanah yang mengajukan usulan
ke Kepala Kantor Pertanahan dengan syarat-syarat tertentu yang
cukup berat dan merepotkan ditambah lagi semua biaya dalam
pelaksanaan tugas Panitia Ajudikasi harus ditanggung secara

swadaya oleh masyarakat atau pemilik tanah.



2). Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Ajudikasi
a). Pengertian Ajudikasi

Pengertian Ajudikasi dapat diketahui dari Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

yaitu dalam Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

“Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses
pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan
dan penetapan kebenaran data fisik maupun data yuridis
mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah
untuk keperluan pendaftarannya”

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa
Ajudikasi adalah termasuk dalam kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali, maksudnya penyelenggaraannya
diperuntukkan khusus bagi bidang — bidang hak atas tanah

yang belum dibukukan atau disertipikasikan.

Tujuan proyek Ajudikasi merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari tujuan proyek Administrasi Pertanahan yaitu
mempercepat proses pendaftaran bidang-bidang tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemerintah yang dalam
hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional memperkirakan
bahwa selama 35 tahun (sejak berlakunya PP No.10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah) hingga bulan juli tahun
1997 (lahirnya PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah yang menggantikan PP No.10 Tahun 1961)

Pemerintah baru mampu mendaftar 16,3 juta bidang tanah



atau 30% dari 55 juta bidang tanah di wilayah Republik
Indonesia yang memenuhi syarat untuk didaftar atau
disertipikasikan. Artinya prestasi Kementrian Agraria atau
BPN dalam bidang pendaftaran tanah adalah 465 ribu

bidang tanah pertahunnya.®

Untuk mencapai tujuan diatas pendaftaran tanah
secara sistematik melalui Ajudikasi harus dilaksanakan
dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian serta untuk
melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu
oleh Panitia khusus agar tidak mengganggu kinerja dari
Kepala Kantor Pertanahan karena pendaftaran tanah secara
sistematik melalui ajudikasi biasanya dilaksanakan dengan
besar-besaran massal. Panitia tersebut biasanya disebut

dengan Panitia Ajudikasi.
b). Panitia Ajudikasi

Panitia Ajudikasi dibentuk oleh Menteri Negara
Agraria atau Kepala BPN atau pejabat yang ditunjuk. Panitia
Ajudikasi ini akan menilai untuk pertama kali atas objek yang
didaftarkan terbsebut, termasuk di dalamnya menilai hak
yang ada, mengumumkan tentang permohonan hak,

mengumpulkan beberapa informasi tentang kebenaran hak

% Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik Tanah Negara & Tanah

Pemda,(Badung : Mandar Maju. 2004). Hal 102



tersebut baik secara fisik maupun secara yuridis dan
kemudian menerbitkan sertipikat hak atas tanah termasuk
memusyawarahkan atau mendamaikan jika terjadi sengketa

batas maupun hak atas tanah.

Susunan Panitia Ajudikasi terdiri dari seorang ketua
yang merangkap sebagai anggota yang dijabat oleh seorang
pegawai Badan Pertanahan Nasional dan tiga atau empat
anggota lain, yaitu seorang pegawai BPN yang mempunyai
kemampuan di bidang pendaftaran tanah, seorang pegawai
BPN yang mempunyai kemampuan dibidang hak-hak atas
tanah dan kepala desa atau kelurahan yang bersangkutan
dan atau pamong desa atau kelurahan yang ditunjuk.
Keanggotaan tersebut dapat ditambah dengan seorang
anggota yang diperlukan dalam penilaian kepastian data
yuridis tentang bidang-bidang tanah di wilayah desa atau
kelurahan biasanya seorang tetua desa. Dalam
melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi dibantu oleh tiga
satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan pengukur
data yuridis dan satuan administrasi. Tempat bekerjanya
Panitia  Ajudikasi adalah merupakan suatu Kantor

Pertanahan kecil.*®

Tugas Panitia Ajudikasi :

% Boedi Harsono, Loc.cit, Hal. 487



(1). Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada
masyarakat agar mereka mengetahui bahwa tanahnya

akan diukur.

(2). Mengumpulkan data-data tentang tanah, baik data fisik

maupun data yuridis.
(3). Menyelesaikan atau mendamaikan sengketa.
b. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan pendaftaran
tanah untuk pertama kalinya, maksudnya penyelenggaraannya
diperuntukkan khusus bagi bidang-bidang tanah yang belum pernah
dibukukan atau didaftarkan. Hanya saja pendaftaran tanah secara
sporadik inisiatif perencanaannya berasal dari pemilik tanah. Pemilik
tanah sebagai pemohon dituntut untuk lebih aktif mengurus
permohonan sertipikat hak atas tanahnya karena segala sesuatunya

harus diusahakan sendiri.
Pendaftaran secara sporadik dibagi menjadi dua, yakni :
1). Sukarela (Voluntary Initial Registration)

Belum ada kewajiban untuk mendaftarkan tanah apabila tanah
yang bersangkutan tidak tersangkut masalah atau perbuatan
hukum. Sehingga dimungkinkan seseorang mengajukan
pendaftaran tanah karena menyadari pentingnya kegunaan

sertipikat tanah untuk memperkuat pembuktian hak atas



tanahnya, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan dapat
dengan mudah melakukan  pemindahan hak atau

membebaninya.
2). Wajib (Compulsary Initial Registration)

Bagi seseorang, pendaftaran tanah bisa menjadi wajib apabila ia
melakukan perbuatan hukum atas tanahnya. Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk
mendaftarkan haknya apabila terjadi atau akan dilakukan
peristiwa tertentu setelah berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961. Misal apabila terjadi perbuatan jual beli
dihadapan PPAT. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
mewajibkan pembeli untuk mendaftarkan tanahnya supaya

mendapat sertipikat tanah sebagai alat bukti.

D.Land Management And Policy Development Program ( LMPDP )
1. Latar Belakang Land Management And Policy Development Program

Pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah mulai
dicanangkan sejak tahun 1994 dengan dimulainya LAP phase | (1994—
2001), dimana implementing agency-nya hanya dilakukan oleh
Bappenas dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan melibatkan 7
propinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa

Timur, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara) dan 42 Kabupaten /



Kota. LAP Phase | telah meletakkan kebijakan dasar bagi penataan
pertanahan terutama untuk kebijakan administrasi pertanahan dan
program ini telah berhasil menerbitkan sertipikat hak atas tanah kurang
lebih 1,5 juta bidang tanah yang tersebar pada 42 kabupaten / kota
tersebut. Selain itu, program ini telah menciptakan dampak positif
signifikan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat pemilik tanah
untuk segera memohon penerbitan sertipikat melalui kegiatan
pendaftaran tanah sistematik swadaya dan adanya partisipasi
Pemerintah Daerah untuk meluncurkan proyek Ajudikasi APBD
(Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) setelah LAP Phase |

berakhir.

Upaya untuk membantu percepatan pendaftaran tanah harus
tetap dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Oleh karenanya,
Pemerintah secara konsisten melakukan program percepatan
pendaftaran tanah tahap kedua dengan meluncurkan Land
Management And Policy Development Program (LMPDP) yang dimulai
tahun 2004 — 2009.

LMPDP adalah merupakan program kegiatan pendaftaran tanah
pertama kali secara sistematik dengan bantuan dana dari Bank Dunia
yang penganggarannya disediakan oleh Pemerintah (APBN).*’

LMPDP ini merupakan lanjutan LAP Phase | (1994-2001) yang

menjadi program ekstensifikasi penataan manajemen pertanahan
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secara luas akan menyentuh seluruh sektor yang terkait untuk
melaksanakan pembaharuan agraria. LMPDP juga diarahkan untuk
dapat mendukung pengembangan kebijakan dan sistem manajemen
pertanahan yang terpadu dan terkoordinasi antar pemerintah baik pusat
maupun daerah dan antar sektor. Sebagai executing agency LMPDP
adalah BPN. Kemudian dalam pelaksanaannya, LMPDP dilaksanakan
oleh 3 implementing agencies yaitu Bappenas, BPN dan Departemen
Dalam Negeri serta melibatkan Departemen Pemukiman dan

Prasarana Wilayah di bawah koordinasi Bappenas. *

. Tujuan Land Management And Policy Development Program

Program LMPDP ini diluncurkan dengan maksud untuk
memperbaiki kontribusi kepada program-program Pemerintah lainnya
untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
Indonesia, untuk mengurangi jumlah kemiskinan, menumbuhkan
perekonomian dan mempromosikan pemanfaatan sumber daya tanah
secara berkesinambungan. Oleh karenanya proyek LMPDP saat ini

memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan jaminan kepastian hak atas tanah dan meningkatkan
efisiensi dan transparansi serta memperbaiki kualitas pelayanan

pemberian hak atas tanah dan pendaftarannya.
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b. Memperbaiki kapasitas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

fungsi manajemen pertanahan secara efisien dan transparan.

c. Percepatan pemberian sertipikat hak atas tanah melalui program
pendaftaran tanah sistematik serta pengembangan Sistem Informasi

Pertanahan (SIP).

d. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
fungsi kewenangan manajemen pertanahan secara efisien dan
efektif di 5 (lima) kabupaten/kota yang dipilih sebagai model
pelaksanaannya serta melaksanakan training untuk para aparat

Pemerintah Daerah.



BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Melalui

Land Management And Policy Development Program (LMPDP)

Setiap jenis hak atas tanah wajib didaftarkan pada Kantor
Pertanahan yang berkantor di setiap daerah kabupaten dan daerah
kota. Berdasarkan hasil penelitian,®® proses pelaksanaan pendaftaran
tanah sistematik melalui LMPDP dilaksanakan minimal terhadap 1
(satu) Desa atau Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan dan maksimal
adalah 10 (sepuluh) Desa atau Kelurahan pada suatu wilayah
Kabupaten atau Kota dengan permohonan minimal 1500 (seribu lima
ratus) bidang tanah.

Adapun tujuan dari pendaftaran tanah secara sistematik melalui
LMPDP yang sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak suatu
bidang tanah satuan rumah susun, hak-hak lain-lain yang terdaftar,
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang
hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dalam hal ini termasuk Pemerintah agar dengan
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mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun yang terdaftar.

3. Untuk terselenggaranya Tertib  Administrasi  Pertanahan.
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar
perwujudan Tertib Administrasi dibidang Pertanahan. Untuk
mencapai Tertib Administrasi tersebut setiap tanah dan satuan-
satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan
hapusnya wajib didaftar.

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik melalui Land
Management And Policy Development Program seluruh anggarannya
dibiayai dengan bantuan dana dari Bank Dunia yang penganggarannya
disediakan oleh Pemerintah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara), yang diawali dengan penentuan daerah atau wilayah
(Propinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan) mana yang
akan dilakukan pendaftaran tanah sistematik melalui LMPDP (Land
Management And Policy Development Program). Penentuan daerah
tersebut ditentukan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan usulan-usulan
dari Kepala Kantor Pertanaha